
AKIBAT HUKUM PERNYATAAN PAILIT 

 

Pernyataan pailit mengakibatkan debitor yang dinyatakan pailit 

kehilangan segala “hak perdata” untuk menguasai dan mengurus harta kekayaan 

yang telah dimasukkan ke dalam harta pailit.1 Hal ini dapat dilihat dari adanya 

kewenangan kurator untuk mengurus dan atau melakukan pemberesan harta 

pailit.2 

Penjelasan paragraf di atas menunjukkan bahwa debitor tidaklah di 

bawah pengampuan, dan tidak kehilangan kemampuannya untuk melakukan 

perbuatan hukum menyangkut dirinya, kecuali apabila perbuatan hukum itu 

menyangkut pengurusan dan pengalihan harta bendanya yang telah ada. Apabila 

menyangkut harta benda yang akan diperolehnya, debitor tetap dapat melakukan 

perbuatan hukum menerima harta benda yang akan diperolehnya itu namun 

diperolehnya itu kemudian menjadi bagian dari harta pailit.3 

Pailitnya pihak debitor, banyak menimbulkan akibat yuridis yang 

diberlakukan kepadanya oleh undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut 

berlaku kepada debitor dengan 2 (dua) model pemberlakuan, yaitu:4 

1. Berlaku demi hukum 

                                                
1 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, Kepailitan (Seri Hukum Bisnis), Rajagrafindo Persada, 

Jakarta, 2004, hlm. 30 dan lihat pula ketentuan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.   

2 Lihat ketentuan Pasal 16 ayat (1) dan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 
2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

3 Imran Nating, Peranan dan Tanggung Jawab Kurator dalam Pengurusan dan Pemberesan 
Harta Pailit, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2005, hlm. 44. 

4 Munir Fuady, op.cit., hlm. 61-62. 



Beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (by the operation of law) 

segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit 

mempunyai kekuatan hukum tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. 

Dalam hal ini, pengadilan niaga, hakim pengawas, kurator, kreditor, dan 

pihak lain yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil 

secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut.5 

2. Berlaku secara Rule of Reason 

Selain akibat yuridis hukum kepailitan yang berlaku demi hukum, terdapat 

akibat hukum tertentu dari kepailitan yang berlaku secara Rule of Reason. 

Maksud dari pemberlakuan model ini adalah bahwa akibat hukum tersebut 

tidak otomatis berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak 

tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan.6 

Akibat yuridis dari suatu kepailitan terhadap pihak debitor yang 

dipailitkan antara lain dapat berupa boleh dilakukannya kompensasi, kontrak 

timbal balik yang boleh dilanjutkan, berlakunya penangguhan eksekusi, 

berlakunya actio pauliana, berlakunya sitaan umum atas seluruh harta debitor, 

gugatan hukum harus oleh atau terhadap kurator, transaksi forward dihentikan, 

dapat dilakukan pemutusan hubungan kerja terhadap karyawan, hak retensi tidak 

                                                
5 Contoh dari pemberlakuan model ini dapat dilihat pada Pasal 97 Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
6 Contoh pemberlakuan mode secara Rule of Reason adalah tindakan penyegelan harta pailit. 

Harta debitor pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas, sehingga hal ini tidak berlaku 
secara otomatis. Hal ini dapat pula dilihat dalam ketentuan Pasal 99 ayat (1) Undang-Undang Nomor 
37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 



hilang, debitor pailit dapat disandera (gijzeling), harta pailit dapat disegel, 

keputusan bersifat serta merta, dan masih banyak lagi.7 

Akibat-akibat yuridis yang ada di dalam kepailitan, sitaan umum 

merupakan prinsip yang ada di dalam kepailitan.8 Sitaan umum ini berlaku 

terhadap seluruh harta debitor yaitu harta yang telah ada pada saat pernyataan 

pailit ditetapkan, dan harrta yang diperoleh selama kepailitan. Adanya putusan 

pernyataan pailit berakibat terhadap semua penyitaan yang telah dilakukan 

menjadi hapus dan jika diperlukan Hakim Pengawas harus memerintahkan 

pencoretannya.9 

Sitaan terhadap seluruh kekayaan debitor merupakan bagian dari 

pengelolaan harta pailit (management of estate). Pengelolaan ini merupakan 

suatu metode sistematik untuk mengurus harta kekayaan debitor selama 

menunggu proses kepailitan. Caranya dilakukan dengan menunjuk beberapa 

wakil kreditor untuk mengontrol semua harta kekayaan debitor, serta diberikan 

kekuasaan untuk mencegah, dalam bentuk peraturan, transaksi, perbuatan curang 

untuk mentransfer kekayaan, mengumpulkan, mengelola, dan 

mendistribusikannya kepada para kreditor.10 

Sita umum seharusnya dilakukan secara langsung terhadap semua harta 

kekayaan yang dimiliki oleh debitor untuk manfaat semua kreditor. Dengan 

demikian, undang-undang kepailitan digunakan untuk memaksa para kreditor 

menghentikan eksekusi haknya sendiri-sendiri, dan pada sisi yang lain debitor 

                                                
7 Munir Fuady, op.cit., hlm. 63-64. 
8 Hal ini dapat dilihat pada Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
9 Siti Anisah, op.cit., hlm. 191. 
10 Ibid, hlm. 191-192. 



harus melepaskan penguasaan terhadap aset-asetnya dan menyerahkannya pada 

pengadilan. Adapun tujuan undang-undang kepailitan dalam hal ini adalah 

memberikan suatu forum kolektif untuk memilah-milah hak-hak dari berbagai 

macam kreditor terhadap aset seorang debitor yang tidak cukup nilainya (debt 

collection system).11 

Pemberesan mengenai harta pailit, merupakan tugas utama kurator 

sebagai pihak yang berwenang melakukan pengurusan dan pemberesan harta 

pailit, sebagaimana telah diamanatkan di dalam Undang-Undang Nomor 37 

Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 

Menurut Jerry Hoff, tujuan kepailitan adalah untuk membayar hak para 

kreditor yang seharusnya mereka peroleh sesuai dengan tingkat urutan tuntutan 

mereka. Oleh karenanya, kurator harus bertindak untuk kepentingan yang terbaik 

bagi kreditor, tetapi kurator juga harus memperhatikan kepentingan debitor 

pailit.12 

Dalam menjalankan peranannya, kurator harus dapat mengelola dan 

mengurus seluruh harta pailit sehingga nilai harta pailit tesebut dapat 

dimaksimalkan untuk memenuhi seluruh kewajiban debitor pailit terhadap para 

kreditornya. Dalam rangka memaksimalkan harta pailit milik debitor, maka 

kurator berwenang untuk membatalkan perbuatan-perbuatan hukum yang 

                                                
11 Ibid, hlm. 192-193. 
12 Imran Nating, op.cit., hlm. 71. 



dilaksanakan oleh debitor pailit sebelum terjadinya kepailitan yang dianggap 

kurator merugikan kepentingan para kreditor.13 

Kurator memulai pemberesan harta pailit setelah harta pailit dalam 

keadaan tidak mampu membayar dan usaha debitor dihentikan. Kurator 

memutuskan cara pemberesan harta pailit dengan memperhatikan nilai terbaik 

pada waktu pemberesan. Pemberesan dapat dilakukan sebagai satu atau lebih 

kesatuan usaha (going concern) atau atas masing-masing harta pailit, dan kurator 

melakukan pemberesan dengan penjualan di muka umum atau apabila dibawah 

tangan maka harus mendapat persetujuan dari Hakim Pengawas.14 

Berkaitan dengan tugas kurator dalam memaksimalkan nilai harta 

pailit, maka terdapat 2 (dua) kemungkinan yang dapat ditempuh oleh kurator 

untuk menjadikan harta pailit tetap dalam kondisi “going concern”. Untuk 

mempertahankan “going concern value” dari harta pailit, yaitu : 

1. Penjualan harta Pailit15 

Penjualan harta pailit ini dilakukan apabila kurator berpendapat bahwa biaya 

yang diperlukan untuk meneruskan usaha debitor pailit akan lebih besar 

daripada keuntungan yang mungkin didapat, dan penjualan ini harus dengan 

nilai yang paling tinggi. 

Dalam melaksanakan penjualan harta debitor pailit, kurator harus 

memperhatikan beberapa hal, diantaranya adalah :16 

                                                
13 Timur Sukirno, Tanggung Jawab Kurator Terhadap Harta Pailit dan Penerapan Actio 

Pauliana, dalam Rudhy A. Lontoh, et.al, Penyelesaian Utang Piutang Melalui Kepalitan atau 
Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Alumni, Bandung, 2001, hlm. 369-370.  

14 Imran Nating, op.cit., hlm. 84. 
15 Timur Sukirno, op.cit., hlm. 371-372. 
16 Imran Nating, loc.cit. 



a. Harus menjual untuk harga yang paling tinggi 

b. Harus memutuskan apakah harta tertentu harus dijual segera dan harta 

yang lain harus disimpan lebih dahulu karena nilainya akan meningkat di 

kemudian hari 

c. Harus kreatif dalam mendapatkan nilai tertinggi atas harta debitor pailit 

2. Melanjutkan Usaha Debitor Pailit17 

Tindakan ini dilakukan oleh kurator apabila terdapat kemungkinan untuk 

meningkatkan nilai harta pailit. Untuk melanjutkan usaha debitor pailit maka 

harus dilakukan berdasarkan persetujuan panitia kreditor, atau apabila dalam 

putusan pernyataan pailit tidak diangkat panitia kreditor, maka hal ini 

dilakukan berdasarkan keputusan Hakim Pengawas. Untuk melanjutkan 

usaha debitor pailit, maka kurator juga harus mempertimbangkan untuk 

melanjutkan keseluruhan atau sebagian usaha debitor pailit untuk jangka 

waktu tertentu dan menunjuk seseorang atau beberapa orang untuk 

melaksanakan usaha debitor pailit tersebut.18 

Setelah kurator menentukan pilihannya di dalam memaksimalkan nilai 

harta pailit, baik dengan cara menjualnya maupun dengan cara melanjutkan 

usaha debitor pailit, maka hal yang selanjutnya dilakukan adalah pembagian aset. 

Pada prinsipnya, aset baru akan dibagi-bagi kepada kreditor setelah 

seluruh aset debitor terjual dan menjadi cash, yaitu apabila cash (uang tunai) 

sudah cukup tersedia untuk membayar utang-utangnya. Akan tetapi, tidak 

                                                
17 Timur Sukirno, loc.cit. 
18 Ibid, hlm. 373. 



dilarang apabila kurator membagi hasil penjualan harta pailit yang sudah terlebih 

dahulu secara proporsional asalkan hal tersebut dipandang baik oleh kurator.19 

Sebelum dilakukan pembagian aset kepada para kreditor, maka kurator 

diwajibkan menyusun suatu daftar pembagian melalui persetujuan Hakim 

Pengawas. Daftar ini memuat tentang penerimaan dan pengeluaran (termasuk di 

dalamnya adalah upah kurator), nama kreditor, jumlah yang dicocokkan dari 

tiap-tiap piutang, dan pembagian yang diterima oleh kreditor untuk tiap-tiap 

piutang tersebut.20 

Undang-undang kepailitan menentukan bahwa segera setelah kepada 

kreditor yang telah dicocokkan, dibayarkan jumlah penuh piutang-piutang 

mereka atau segera setelah daftar pembagian penutup memperoleh kekuatan 

tetap, maka berakhirlah kepailitan.21 

Pengumuman tentang berakhirnya kepailitan diumumkan kurator 

melalui Berita Negara dan surat kabar setelah berakhirnya kepailitan, dan kurator 

harus memberikan perhitungan tanggung jawab tentang pengurusan yang telah 

dilakukannya kepada Hakim Pengawas. Dalam laporan pertanggungjawaban 

kurator kepada Hakim Pengawas, maka harus memuat :22 

a. Hasil uraian atau catatan penguraian harta pailit 

b. Daftar utang harta pailit, yang telah diterima atau sementara diterima beserta 

analisis singkat penerimaan atau penolakan tagihan tersebut 

c. Analisis kelangsungan usaha debitor.  

                                                
19 Munir Fuady, op.cit., hlm. 143-144. 
20 Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, op.cit., hlm. 101-102. 
21 Lihat ketentuan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang 

Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. 
22 Imran Nating, op.cit., hlm. 87-88. 



Analisis ini berfungsi sebagai dasar bagi kurator untuk memberi nasehat atas 

dasar rencana perdamaian jika debitor mengajukan setelah pencocokan pailit 

selesai. 

d. Daftar pembagian 

e. Daftar uraian dan bantahan atau perlawanan atas daftar pembagian 

f. Daftar pembagian penutup 

Daftar ini yaitu daftar pembagian yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

dan seluruh bukti pembayaran yang telah dilakukan kurator berdasarkan 

daftar pembagian penutup. 

 


